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BUPATI MELAWI
PERATURAN BUPATI MELAWTI
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

: bahwa memenuhi Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran
2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Melawi tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Pe.rolehgn Hail;
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik In onf;k
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran hesa %?;ang_
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah ?egi,lan}{ak Atas
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea P:e rc; edonesia Tahun
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik r‘llblik Indonesia
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Ko

Nomor 3988); 3. Undang-Undang ...



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Negara yang Bersih dan Bebas dari Koru;:il? t;::i ;e;l:sleNngga?‘aan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noepotlsme
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381;11? 75,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N:a o
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOmOrg41"7a
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ’
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembeﬁ'c’ukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tabun 0007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan car A];llglfolt:dzi‘z;l;
) Negara Republi
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran N€g a Republik

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar

Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan
. Per:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Py
Republik Indonesia Nomor 4502); aran Negara

peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambah
Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38);

Tahun 2007 tentang
(Lembaran Daerah
an Lembaran

23. Peraturan ...
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fenetapkan :

24.

25,

21
peratUTan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An
(Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 201

6 N ;
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi NOmo(::.lorl 523

ccbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupat
Melawi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Ang::r zn
pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomdr 1r11
Tahun 0016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi
Nomor 168)’

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor . Tahun 2017
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Melawi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Melawi
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kabupaten Melawi Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Melawi Tahun 2016 Nomor 34).

0le tenta_ng
ggaran 2016

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN
2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah
selama satu periode. ol
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah akumu1a§1 Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) / gjsa Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun g.mggaran
yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangl dengan
koreksi pembukuan. -

Neraca adalah informasi yang menggambarkan pOSISl..keuan§:2
Pemerintah Kabupaten Melawi mengenai aseb kewajibarh
ekuitas pada tanggal tertentu.

5. Laporan -



10.

11.
12.
13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

Laporan Operasional adal.ah Laporan yang menyajikan
mengenai seluruh kegatan operasional key
pela poran ya.ng tercel.*mm dalam pendapatan
surplus /defisit operasional dari suatu entitag

" enyajiannya disandingkan dengan periode sebely

Laporan ATUS Kas adalah informasi mengenai gumy
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selamg satu peri Zr,
ode

akuntanst, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang Menyajik
Informasi Mengenai Perubahan Ekuitas yang terdiri dari Ekjuitarl
Awal, Surplus /Defisit-LQ, Koreksi san Ekuitas Akhir. .
Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalan
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas.

inforrnasi
angan entitag
-LO, beban dan

Pelaporan yang
mnya_

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan APBD dengan
kuantitas dan kualitas terukur.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagéi penambahan nilai kekayaén bersih. N
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selani
adalah selisih lebih realisasi penerimaan
anggaran selama satu periode anggaran.

utnya disebut SiLPA
dan pengeluaran

disingkat SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutl.lya S e
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dlterap "
pemermta :

menyusun dan menyajikan laporan keuangar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sela.njumy ad
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemer:iaerah d
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintall

dan ditetapkan dengan peraturai daerah-

jsingkat
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BAB Il

pasal 2

oran ReahsaSi A
Lap

1 Peﬂdapatan
' pendapata®

b. Pendapatan
Lain-lain pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

Asli Daerah

Transfer

C.

Belanja dan Transfer
| o, Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa

2

3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi

b. Belanja Modal
1) Tanah
2) Peralatan dan Mesin
3) Gedung dan Bangunan
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
5) Aset Tetap Lainnya
6) Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

d. Transfer

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan
2) Transfer Bantuan Keuangan

Jumlah Transfer
Jumlah Belanja dan Transfer

Surplus / Defisit

ggaran Tahun Anggararn 2016 terdiri atas :

Rp. 34.129.257.681,80
Rp. 917.305.818.663,00
Rp. 106.492.106.820,00
Rp. 1.057.927.183. 164,80
Rp. 339.895.222.671,00
Rp. 160.307.019.019,00
Rp. 10.885.000.000,00
Rp. 247.000.000,00
Rp. 511.334.241.690,00
Rp. 0,00
Rp. 38.614.563.307,00
Rp. 78.721.248.750,00
Rp. 189.804.986.370,00
Rp. 25.550.626.800,00
Rp. 0,00
Rp. 332.691.425.227,00
Rp. 508.267,00
Rp. 508.267,00

Rp.
Rp.
Rp.

992.506.136,00
171.126.736.794,00
172.119.242.930,00

Rp. 1.0 16.145.418.114,00

Rp.

41.781.765.050,80

3. Pembiayaan ...




3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan

Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan P 27.583.713.346,40

R, 60.450.978.345,00

Pembiayaan Nett D i
° Rp.  (32.867.264.998,60)

sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp, 8.914.500.052,20

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaji :
gaiman
pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bup:ﬁdliﬂrr;if;?i _dalam
1.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dala
pasal 2 dirinci lebih lanjut ke penjabaran Laporan Realisasi Anggaranm

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati Melawi ini

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5
merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati Melawi ini.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
f Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah. -
£

1

\
Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal q Aeptomdzer 2ot L

| .
‘Ms BUPATI MELAWI | |

Jf'PANJL
Diundangkan di Nanga Pinoh
‘ pada tanggal 2b A‘pp}‘ow.lﬂ/,r 2617
k SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, AR
Y]
IVO T§TUS MULYONO
7 NOMOR 2%

BERITA DAERAH KRBUPATEN MELAWI TAHUN 201
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/ LAMPIRAN | : PERATURAN BUPAT
| NOMOR = 23 Tablus 24
| TANGGAL 7_(“ ‘Ib?)‘wkg

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

AHUN Y. :
yNTUE T (Dalam Rupiah)
] ANGGARAN SETELAH o :
I 7 pgprupamay | REALISAST Lebih/{Kurang) (%)
// i
—ATAN 30.624.891.061,00 34.129.257.681,80 (3.504.@@5920,3'6, b
= 5 AsLM 10.596.659.061,00 10.582.776.116,68 13.862.944,32
APATAN AS 3.283.000.000,00 1.571.757.759,00 1.711.242.241,00
o /ﬂf;"ms_l Daerah rayem Daeiah yang 1.140.000.000,00 1.694.539.065,00 (554.539.065,00)| 1
o2 pengelelsan
' [rndap?
‘ ;f;s:hkan T Daerah yang Sah 15.605.232.000,00 20.280.184.741,12 (4.674.952.741,12){ 129,96
986.362.393.890,70 917.305.818.663,00 69.056.575.227,70 | 93,00
945.661.041.560,00 877.015.069.259,00 68.645.982.301,00 | 92,74
21.394.614.000,00 24.419.786.567,00 {3.025.172.567,00)] 114,14
| 17.952.,285.000,00 6.004.386.189,00 11.047.898,811,00| 38,46
; 615.353.661.000,00 615.353.661.000,00 1 o000
| Fa Alokasi Umur 290.960.481.560,00 230.337.225.503,00 60.623.256.057,00| 79,16
- Fomb 0,00 0,00 . -
r Transfer Pemerintah Pusat - Danz Pe. O’ " 0)00 :
ana Otonomi Kinusus o’oo 0, 0 =
Dana Peny esuaian : s £ =
== pemeriatal Provinsi 40.701.352.330,70 40.290.759.404,00 410.592.926,70 | 98,99
| s mete B Hasi Pajak 33.652.152.330,70 33.241.559 404,00 410.502.926,70 | 98,78
endapatan Bagi Hasil Laintya 7.049.200.000,00 7.049.200.000,00 _ ;
AIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 107.436.386.000,00 106.492.106.820,00 944.279.180,00 | 99,12
[rendapatan Hibah 1.691.903.000,00 1.135.269.500,00 556.633.500,00] 67,10
IPendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 - _
tmapatﬂhu'nnya 105.744.483.000,00 105.356.837.320,00 387.645.680,00| 99,63
| Jumlah Pendapatan 1.124.423.670.951,70 |  1.057.927.183.164,80 66.496.487.786,90 | 94,00
BELANJA 1
BELANJA OPERASI 542.266.672.622,48 | 511.334.241.690,00 30.932.430.932,48 | 94,30
Belanja Pegawai 350.081.025.560,48 | 339.895.222.671,00 10.185.802.889,48 97,09
Belanja Barang 178.750 647.062,00 160.307.019.019,00 18.443.628.043,00 89,68
Belanja Subsidi 0,00 0,00 - -
Belanja Hibah 13.135.000.000,00 10.885.000.000,00 2.250.000.000,00 | 82,87
Pelanja Bantuan Sosial 300.000.000,00 247.000.000,00 53.000.000,00 | 82,33 |
?ﬂaﬂajantuap Keuangan 0,00 0,00 2 *
UELANJA MODAL 376.949.320.585,00 | 332.691.425.227,00 44.257.895.358,00 | 88,26
gfl_aﬂf Tanah 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.00000) -
Ei;f‘i‘ff‘m\mﬂian Mesin 51.766.747.490,00 38.614.563.307,00 13.152.184.183,001 74,59
o2 Gedung dan Bangunan 85.754.050.295,00 78.721.248.750,00 7.032.801.545,00 | 91,80
o2 Jalan, Irigasi dan Jaringan 207.764.890.800,00 189.804.986.370,00 17.959.904.430,00 _ 91,36
= if"lﬂeﬂ“eiap Lainnya 30.663.632.000,00 25.550.626.800,00 5.113.005.200,00| 83,33 |
B\_’\\‘\—“ P S
é"?'ﬁ{‘:’é_?}&\g‘gmnum 99.897.789,00 508.267,00 99.389.522,00 |
“Sanja Tidak Terduga 99.897.789,00 508.267,00 99.389.522,00| O
——
91,81
~—————___Jumlah Belanja 919.315.890.996,48 844.026.175.184,00 75.289.715.812,48
T "~ 100,00
RANSFER 172.119.245.269,56 172.119.242.930,00 2300 h )
-
TRaN; 40,56 | 100,00
8 .506.136,00 i) e
ransf:g" BAGI HASIL PENDAPATAN 992.506.176,56 959; 55:;68 7ol 4056] 100,00
228! Hasil Pajak Daerah ke Desa 595.428.107,56 A
fer Bagi Hasil Retribusi 397.078.069,00 397.078.069,
Mramie — asil Retribusi Daerah ke Desa ot 0’00 0,00
T 2@ Hasil Pendapatan Lainnya 204,00 |
S | 171.126.736.794,
i YER BANTUAN REUANGAR 171.126.739.093,00 e 0
~2nsfer Bany 170.526.739.093,00 17052047 92 VP s
ra uan Keuangan ke Desa PR 599.097.700,00
Dsfer Banty T 600.000.000,00
Transrer o an Keuangan ke Partai Politik ————000| 0,00
~—=_5antuan Keuangan Lainnya ' 1.016.145,418.114,00
. 1.091.436.136.266,04 :
\_L“mhh Belanja dan Transfer = - 66 41.781.755-050'80
32.088.534.685,
T~~~ Surplus / (Defisit)
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ANGGARAN SETELAH
PERUBA}_!lAN

REALISASI

Lebih/(Kurang) {%)

pemb-exﬁixi(ah Dana Cad_algan

- el
@% DAERAH
== NERI =
Eﬂ“,‘iaan Sioa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 27.564.282.609,34 27.583.713.346,40 (19.430.737,06)| 100,07
U
Penig\iran Dana Cadangan 0,00 0,00 - -
Pen-l Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 = -
E-f;man Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 = -
Wﬂi Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 5.00 - -
penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 * -
rumlnh Penerimaan Daerah 27.564.282.609,34 27.583.713.346,40 {19.430.737,06)] 100,07
-—___——-—'_—-
FENGELUARAN DAERAH S
: 0,00 0,00 2 -

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

- 100,00

;'Jéﬁ\-/erTaan Modal jlnvwlasi} Pemerintah Daerah

pembayaran Pokok Utang

57.052.817.295,00

56.950.978.345,00

pemberian Pinjaman Daerah

0,00

0,00

To1.838950,00 | 99,82

60.552.817.295,00

60.450.978.345,00

101.838.950,00 99,83

Jumlah Pengeluaran Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

T (32.988.534.685,66)

(32.867.264.998,60)

(121.269.687,06)| 99,63

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

0,00)

8.914.500.052,20

(8.914.500.052,20)




